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PENDAHUTUAN

Negara Kesatuan , Republik lndonesia

sebagai Negara yang merdqka - dan

berdaulat dengan wilayah perairan dan

daratan yang,begitu luas dengan, bslascs

ribu pulaunya, memil'iki kckayaan alam

yang melimpah ruah, Di samping itu letak

geografisnyasangat menguntungkan, yaitu

terletak dianara dua samudera dan' dua

benua, yang membawa keberkalran pada

potensi alamnya sebagai 'karunia Tuhan

Yang Maha Esa. Namun sayangnya

kekayaan alam tersebut belum sepenuhnya

dimanftatkan secara optimal untuk

mewujudkan kemakmuran takyut, sebagai

tujuan akhir dari Penrbangunan Nasional.

Jumlah penduduk Yang sangat

,besar, iuga meruna&an salah satu potensi

yang dimiliki bangsa, Indonesia, yang

dapat dimanfaatkan dalam rangka

mencapai tujuan pembangurun tersebut.

Kondisi penduduk yang ada saat ini,

bahwa persebaran' penduduk belum

serasi dan belum seimbang antara daya

dukung alam dengan daYa tamPung

lingkungan.

Bila ,hal ini ,tidak ditangani segera deilgan,

baik, dapat mcnimbulkan kerawanan sosial

dan , kgrusakan lingkungan. Persebaran

penduduk yang belum - serasi dan belum

seimbang tersebut,. menYcbabkan

pembangunan ,belum merata, sehingga ada

kecenderungan babwa daerah yang teldr

berkembang.,_t,,Ekan semakin . berkembang

sedang.fgt gebaliknya daed yang kurang

berkeinbang monj.adi semakin tertinggal.

,,Penyelenggraen Transmigrasi pada

hakekafirya menrpakan kqnbinasi dari

pemanfa*an, Sumbodaya Alam oleh

Sumberdaya Manusia dengan bantuan ltnu

Pengetdruan dan Teknologi. LJntuk daerah

tujuqr pemanfaatan SDA di lakukan olch

SDM yang berada disekitarnya dengan

ditambah oleh SDM dari daerah asal dengan

kiteria yang sesuai dalam rangka

penanfaatan ,SDA tadi, Sedangkan dari sisi

daeqh asal pindahpya sebagian SDM nya

diharapl<an , dapat mengurangi tekanan

t€$dap ,-pemanfaatan SDA didaerdr asal

sehingga dapat mengarah kepada tercapainya

keseimbangan antara daya dukung dan daya

tampung I ingkungaqnya.



Penyelenggaraan transmigrasi benujuan

untuk menin8ka*qt.,.:keejahtsgqi,

peningkatan dan pemerataan

pembangunan daerah, serta memperkokoh

persatuan dan kesatuan bangsa,

Selanjutrrya sasaren "'pirtyel€nggaraan

transmigrasi adalah meningtatkan

kemampuan dan produktivitas masyarakat

transmigrasi, membangun kemandirian

dan mewujudkan integrasi di pemukiman

transmigrasi sehingga ekonomi dan sosial

budaya mampu tumbuh dan

berkembangan : :secara' berkelanjrnan,

Penyehngg*aan' transmigrasi diarahkan

pada penataan persebaran penduduk yang

i serasi dan seimbang dengan daya dukung

afam dan daya,' tampung liiigfkungan,

peningkatan kuatitas sumber daq

manusia dan perwujudan integrasi

masyarakat (Pasal' 5 Undan!;-Undang

Noiiior l5Tahun 1997).

Selain: itu sejak pelaksturaan transmigrasi

pertama pada tahun 1905 sehingga saat ini

tnjuan penyelengaraan titmsm igrasi Selalu

mengatami penyesuaian. Sesuai dengan

dinamika orientrxi program' hansfu igrbsi

dari masa ke masa. Transmigrasi tidak

boleh menjadi persoalan suatu jaman,

namun harus menjadi' solusi rpadd, s€tiap

abad kedua progiam

tantangan pada tahun 1905 maupun

waktu-waktu setelahnya. Karena itu,

perlu proses reorientssi:' prigam

transmigrasi pada masa yang akan

datang.

'rEilfsAf{Gt},F{AI\t

TRANSMIGRASI

UnilaltgrUndang Nomor':'15' Tahun

1997 menyebutkan azas

pehyelenggaraan tninsmigrasf,'sebagai

berikut (Pasal2):

c.

Kepeloporan : penyel'enggaraan

transmigrasi itu didasarkan jiwa

kepeloporan, keperintisan, dan

s€mahgatJuang. '

!fusukarefaati:':- penyelenggaraan

transmigrasi itu didasarkan pada

jiwa dan semangat tanpa

pertiaksaan.

K€nr*ndiiian : ' 'penyeleng*raan

trammigrasi itu tidak boleh

rnenghasilkan' t(€*afgantungefi .'

Kekeluargaan : pcnyelenggaraan

transmigrasi itu harus mampu

mendorong jiwa dan semangat

kebersamaan dan gotong royong.

a.

d.
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e. Keterpaduan : penyelenggaraan

transmigrasi,-itu. harus dilakukan

seqlra terkoordinasi antar s€ctor

pembangunan rnaupun antara Pusat

dengan daerah.

f. ,Wawasan lingkungan : penyelengga-

raan transmigrasi itu harus

memperhatikan fungsi l.ingkungari.

Program transmigrasi . diselenggarakan

dengan tqiuan sebagai berikut (Pasal 3

Undang Undang Nomor l5 Tahun L997) :

(l) Meningkatkan kesejahteraan

transmigran dan masyarakat di

sekitarnya;

(2) Peningkatan dan pemer4taan

pembangunan daerah; dan

(3) Memperkokoh persatuan dan

kesatuan.bangsa.

Tujuan itu dicapai melalui proses

pemberdayaan rnasyarakat transmigran

dan masyarakat di sekitarnya, sehingga

wilayah permukiman transnligrgsi dapat

tumbuh secara ekonomi, sosial, dan

brdaya secara integral dengan wilayah di

sekitranya dan berkembang secara

berkelanjutan.

Selanjutnya, Pasal 5 menyebutkan, bahwa

penyelenggaraan transmigrasi itu

diarahkan pada :

(l) Penataan persebaran penduduk yairg

serasi dan seimbang dgngan daya

dukung alam dan daya tampung

Untuk ,, menjawab hal tersebut,
pembangunan transmigrasi secara teknis
harus memenuhi criteria *CATUR

LAYAK"; layak huni, layak usahq layak
berkembang, layak lingkungan. Ukuran
setiap ketayaftan .itu disajikan pada Tabel-
l. - Apabilg. memperhatikan criteria
tersebut, maka pembangunan

tihnsftlp?asi itu secara teknis dapat

dirumuskan sebagai " menyediakan ruang
yang potensal, bagi transmigran yang
berdaya, "antuk nelahtkan aktifitas
ekonomi yang produktif don
menguntunglran, dan kemudian mampu
me nj a I anLnn Eieh i&tp an s o s i ii buday arry a
secara baik".

Trbel- I .

Variabel dan Ukuran Kelayakan Pemukiman

Tnnsmigrasi

lingkungan;

(2)Peningkatan kualitas

manusia; dan (3)

. integrasimasyarakat.

sumberdaya

Perwujudan

Variabel Ukuran

Layak Huni Keters€diaan dan kepatutan

pesaraoa dan saran

nermukiman

Layak Usaha - Kesesuaian lahan

- Kelimnahan sumberdava

Layak
Berkembang

Skda usaha yang ekonomik

Aksesibillitas perhubungan

Dava tarik ousat oertumbuhan

Layak
Lingkungan

Bebas bahaya bencana alam

Bebas dari konflik sosial

budaya,yang bcrbahayr I

Percncanaan pemukiman

ditcngkapi' dokumen A M DA L

dan lahan UKL/APL
Tidak berada padd:kawasan

hutan lindung.



III. PERMASAIJAITAN

TRANSMIGRASI

UN

Be'berapa. pihak'mehgkritisi tertradap

pelaksanaan program transmigrasi dan

mengatakan bahwa Pelaksanaan

transmigrasi' menimbulkan berbagai

masalah, seperti : (l)' m_emberi

sumbangan terhadaP deforestasi

(menyusutkan hutan), (2) memberi

sumbangan terhadap proses degadasi

lahan (3) memanfaatkan lahan secara

tidak effisien (4) memberi sumbangan

terhadap berkurangnya keanekaragam-

an hayati . (5) rnenciPtekan

eksklusifisme. Pernyataan tersebut

tidaklah seluruhnya benar dan

memang dalam pelaksanaanya masih

terdapat beberapa kelemahan dalam

mengimplementasikan program yang

belum sepenutmya mengikuti

ketentuan dan prosedur teknis yang

berlaku, disamping lingkungan

strategis yang tidak mendukung- serta

paradigma penyelenggaraan Yang

tidak sesuai. Munculnya permamlahan

tersebut diatas disebabkan oleh antara

lain :

^. 
Penyetenggartan yang bersifat

Teknosentris dtn Sentralistik

Selama ini penentuan kebijakan

dan penyusunan Program

Peiryel€tiggaraan transmigraSi banyalc

difekukan terpusat:di Jakarta dan top-

down.

Selain'itu'keglat*n'penyelenggaraan

transmigrasi banyak'dianggep'*bagai

pekerjaan yang bersifat teknis, atau

didekati dengan: pendekatan yang

bersifat teknis. Ketentuan-ketentuan

teknis tentang pengaturan

' perenCan*&n permukiman, pola us*ha,'

hak tranimigrasi dan pembinaan

tranSmigrasi dianggap'''sama dan

distari'darisasi untuk seluruh

hdoiesia. Sedangkan para

transmigrtftnya dialtggap'sebagai

obyek yang dapat diatur dimana

aspirasinya kurang mendaPat

perhatian,

Target Penyelenggaaan Trans-

migrasi Bersifat Kuantitatif

{Jkuran'keberhaslla4:' penye len ggarattr

trammigrasi selama ini adalah

besamya transmigrasi Yang daPat

dipindahkan atau jumlah Unit

Pernukiman Transmigrasi (UPI) yang

berhasil dibangun. Dibanding dengan

pendekatan kualitatif, pendekatan

kuantitatif memang dapat lebih cepat

diketahui hasilnya dan lebih mudah

diukur namun kita harus "membayar"

kebijakan ini berupa kurangnYa



kemudian ,berakibat

tercapainya, kesejahteraan

transmigran

diharapkan.

seperti

penyelenggaraan transmigrasi,, yang

KONTEKS PEMBANGUNAN

BERKELANJUTAN _ 
:

Penyelenggaraan transmigrapi yang

sarat dengan,berbagai masalah seperti

yang diutarakan di dePan, Pada

dasarnya ,merupakan buah dari

diterapkannya paradigma Yang

bersifat mekanistik oleh Para

penyelenggara pembangunan.

Disadari atau tidak, para .penetap

kebijakpl, pengambil kePutusan,

hingga 
:para pelaksana teknis di

hsngan menggunakan Pola Pikir,

asumsi-asumsi dan aturan-aturan

yang bersifat mekanistik,

teknoscntris, lin ier dan reduksionistik.

Dalam paradigma mekanistik ini

terkandung karakter: hubungan

m4rausia dan alam saling terPisah

(manusia mendorninasi), menekankan

aspek kuantitatif,. satu arah,

subyek dan obyek saling terPisah,

dan teknologi diPandang sebagai

Bnsur budaya Yang daPat

meningkatkan'daya dukung seluas-

luasnya. Karakter penting lainnya

adalah sifatnya yang sentralis-til<'

parsiat, dan keinginan untuk

penyeragaman (homogentitas),

sehingga, cenderung terPacu

disintegrasi (Capra, I 999).

tidak

para

yang

Pendekatan yang Bersifat Farqial

Selama ini pelaksanaan berbagai

kegiatan pembangunan transmigrasi

seolah-olah berdiri sendiri, tidak ada

keterpaduan. Padahal kegiatan

penyelenggaraan transmigrasi

merupakan satu rangkaian Yang

terkait satu dengan Yang lainnYa.

Demikian juga koordinasi antar unit

terjadi antara lain karena Yang

menjadi ukuran keberhasilan unit

kerja tersebut adalah tercapainya

target transmigran yang dipindahkan

, (yang lebih banyak ditentukan gleh

anggaran) ketimbang tercaPainYa

target kesejahteraan transmigran'

Disamping itu koordinasi 
, 

lintas

sektor dengan instansi terkait juga

dirasakan belum oPtimal, sehingga

adakalanya belum daPat tersusun

sinelgi program secara terPadu di



Paradigma yangberakar dari hukum gerak

Newton dan pemikii'filsof Descartes ini

memang banyak membawa kemajuan

pada kehidupan manusia, seperti sarana

transportasi darat, laut dan udara, sistem

persenjataan, dan konstruksi bangunan.

Namun perjalanan peradaban manusia

kemudian menunjukkan bahwa paragdima

mekanistik ini temyata gagal bila

diterapkart pada system kehidupan seperti

kehidupan sosial, pengelolaan hutan,

pengetolaan danau dan sungai, atau

bahkan kawasan transmigiasi. Paradigma

yang telah menghujam lama dan berakar

pada setiap individu dan kelompok atau

golongan masyarakat modern ini telah

menjadi inti dari berbagai akar masalah

timbulnya kerusakan ekosistem hutan,

degradasi keanekaragaman hayati,

pencemaran ekositem sungai dan laut, dan

berbagai masalah lingkungan hidup yang

kita jumpai saat ini.

Menurut Capra (1999) paradigma yang

lebih tepat untuk penanganan atau

pengelolaan suatu system kehidupan

adalah paradigma ekologi. Paradigma ini

berciri organic, sistemik, partisipatif non-

linier dan ekosentris. Karakterutamanya

terletak pada hubungan manusia dan alam

yang saling sinergi-tidak terpisah,

penekanan pada kualitatif, dua arah,

dan subyek dan obyek saling interaktil

ekologi''menjadi i'pcnentu daya' dukung

lingkungan.

KdrakEitain dari paradigma ekologi ini

adalah adanya 'sifat desentralisasi,

menerapkan,: pendekatan mutti dirnensi

dan penghargaan kepada pluralitas

(kemajemukan) sehingga'terwuludnya

kerjasama atau integrasi.

Bertitik tolak dari penyeleiiggaraan

transniigrasi dengan berbagai macam

permasalahan seperti yang diutarakan

diatai, mdka' saatnya. menerapkan suatu

dalam

yakni

:,
paradiilma ",yung ' lebih tepat

tninsrnigrasi,

"paradigma ekologi".

Untuk tenvujudnya penerapan paradigma

ekologi dalam penyelenggaraan

transmigrasi, telah diatur pada beberapa

pasal tlalam Undang-Undang Nomor 15

Tahun 1997 yaituPasal 2, Pasal 16, Pasal

25 ayat(l) dan ayat (3), Pasal 32 ayat (l),

ayat (3) dan ayat (4).

Datam Undang Undang Nomor l5 Tahun

1997 disebutkan bahwa salah satu azas

penyetenggaraan transmigrasi adalah

berwawasan lingkungan yang' berarti

bahwa ' pembangunah kawasan

transmigrasi sejak tahap perencanaan,

penyiapan, penempatan dan hingga tahap

pembinaan harus ' difasilitasi agar

sumberdaya alam dan tingkungan yang

ada dalam kawasan tersebut dapat



I Ji*innaitin'*ecaia':Eiikiifijutan luntuk

kebutuhan' para transmi gran dan penduduk

sekitar. Pada azas berwawasan I ingkungan

terkandung makna bahwa wawasan

lingkungan bukan tujuan yang harus

dicapai akan tetapi adalah ,suatu proses

yang harus diwujudkan pada' setiap

tahapan keglatan. Pandangan ini berbeda

dengan sebelumnya dirnana keberhasilan

pembangunan transmigrasi

diletakkan' pada ukuran-ultumn ciutput,

seperti target pendapatan transmigran

yang harus dicapai sejak tahun pertama

hingga setelah tahun kelima penempatan,

target produktivitas lahan ataupun target

berupa harus berdirinya KUD padaT+2.

Peletakan perhatian pada sisi proses

ketimbang output ini meruPakan hal

mendasar datam membangun kawasan

transmigrasi Hrvawasan

lingkungan, sebab di dalam konseP

kawasan transmigrasi yang berwawasan

lingkungan tersebut terkandung makna

bahwa:

a. Kebutuhan hidup yang hendak

dipenuhi oleh transmigran dan

penduduk sekitar sangat ditentukan

oleh orientasi nilai budaYa

masyarakat bersangkutbn, tujuan-

' tujuan yang hendak dicapai, situasi

ekonomi dan kondisi sumber daYa

alam.

Ini berafti ukuran ukuran

keberhasilan sangat kontekstual,

spesifik tokasi dan kha.s rnenurut

pa*dangan Flas)4arakat bersangkutan.

Femenuhan kebutuhan hidup Para

transmigran,dan' penduduk sekitar

pada dasarnya sangat ditentukan oleh

teknologi, pranata-pranata sosial'

eksnoilii', yang ada serta kondisi

sumber &ya alarn dan ekologi di

kawasan ffansmigrasi. Ini berarti

bahwa. . ; /ing utama dalam

,membanlun kawasan transmigrasi

a#hh.' meningkatkan kemamPuan

trmsmigran untuk membangun

pranata-pranata'so3ial-ekonomi dan

memfasilitasi terpilihnya

kebalanjut*n pemanfaatan' sumber

' daya al*rn di kawawtffansmigrasi.

V..TAFITANGAN KE DEPAN

Pcnyelenggaraan tr4nsmigrasi ke

depan menghadapi

tantangan mtara lain : ',

a. Lafran Kian Sempit

beberapa

Lahan,yan! tersedia kian terbatas.

Karena itu, merujuk pada istilah

yang dikemukakan dalam UU

15/1997, masa depan program

tr'ansmigrasi itu cerderung

ditakukan pada Lokasi Permukim-

an Transmigrasi (Fasal 20)







peny€su ai an-penyesuai a$ terhadap

payung hukumnya. Koreksi'dan gagasan'

gag€isan bauy'ang dimurtculkan dalam

tulisan ini hendaknya dipandang'ss5ttt'

alternative koreksi terlradap .UU.

l5l1997,antara lain':

a. Pemanfaatan SumberdrYa Alam
&

Ketersediaan Sum'ber daYa ,{lam

terutama SumberdaYa' Lahan untuk

penyelenggaraan transmigrasi makin

terbatas. untuk itu pada pembangunan

Kawasan Transmigrasi harus

diterapkan azas hemat dan reffisien

dalam rnemanfaatkan sumberdaYa

alarn yang ada,'Untuk mewujudkan

azas tersebut rnaka dalam

pemban-gunan,. Kawasan Transm igrasi

harus :

l). Mengembangkan Pola Usaha Yang

adaptif terhadap kondisi ekologis

setempau

2) Mengembangkan kawasan

Oleh ,,-lcarpna. itu dalam ,,rangka

pemtiongtnran, transmigrasi Blhak lain

:temcbuf tmnrs dipertimbangkan.

Dalam kaitan dengan UU lilllgg7

pasal-pasal yang menYangJtut

pertahanan, pembangunan permukim'

an dan pemberdayaan masYarekat

perlu dikaji- lebih mendalam.

Issu llngkungantiduP

Sorotan.'para pencinta lingkungan

hidup' terhadap program transrnigrasi

salah -satu progxsm'pcmerintah yang

rnenim'bu,{kan dampak , ter{radap

ting&ngan' hidup tidak akan

menganduri Salah, satu yeng dampak

lingkungan yang menjadi .sorotan

adalah keraguan efektivitas program,

transmigrasi untuk menangkal konfl ik

horizontal antar kelomPok etnis

dalam masyarakat di kawasan

transmigrasi. Berkaitan dengan salah

satu azas penyelenggaraan transmi-

grasi yaitu berwawasan lingkungan

maka sedapat mungkin dihindari

target yang bersifat otoriter dan

kuantitatif sdperti misalnya batas

maksimum pembinaa,n UPT selamb 5

(lima) tahun dan juga penyelenggara-

an transmigrasi yang berwawasan

lingkungan harus dijabarkan lebih

detail misalnya dalam bentuk

Keputusan Menteri.

transmigrasi yang dikemudian hari i

dapat berkembang kawasan i

ekonomi yang produktif tanPa I

melampaui daya dukung dan daYa i

tampung lingkungan. 
I
I

Selain itu bahwa sumberdaYa alam i

I

yang tersedia masih sering tumpang i

tindih dengan peruntukan pihak lain, 
i
!

antara lain ada yang telah dikuasai 
i

oleh masyarakat setemPat. i
- _- ...". .-." -.".."i_..



Selain ' itu, perlu upaya : 'urttuk

rnenyempsrnekan.', pasal . , 25 UU

:1511997., , yaitu yang menyarXgkut

criteria tayak,linghungan: permukiman

fansrnigrasi. .: ,

c..: Otonomi Daerah

Pada masa .lalu, program',transrriigrasi

itu merupabn realtsasi, dari "mimpi

p€refieana'!.;;ymg dikomandoi oleh

peflEfintah, pus&t; : P.emcrintah: Drerah

,haqla .. , rnen}adi, ..pencrima".

,?engalaman', :Fnjang i menuniukkan,

bahwa .realita yang tumbuh kemudian

,tidak . selalu SorTl& dengan '' mimpi

F" ada.. masa yang,akan dating, proggam

transnrigrasi itu akan rnenjadi

lmimpi" daaerah ; {gq ,n}asyaralat.

- Karena itu, , pemerirtah, pusal harus

menyiapkan, kecak4pan,, sekurang-

kurangnya menyangkut : (l)

Kernampuan untuk memahami

"mirnpi!' daerah dan masyarakat; dan

(2) KenamFuan. ur*uh memasa*an

gagaw!': F@9ram agar ,daerah dan

masyerakat ,. m&u menerirnanya

$ebagai:.,.i'mimpi merekan'. Dengan

demikiar penjabaran UU. No. l5

ur lf97 dalam,,tleatuk Keputusan

Menter.i. ha;us.,dihindari,nuansa yang

bersi fat sentral istik.

l0


